
'.,-*

BERITA DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 44 TAHUN 2OO9

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 44 TAIIUN 2OO9

TENTANG

' ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKOLATI MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) PADA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

BUPATI CIANJUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 43

Talrun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri
(SMPN) pada Dinas Pendidikan, perlu ditetapkan Organisasi dan Tatakerja
Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Barat (BeritaNegara Tahun
1950 Nomor 43);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
8 Tahun 2A05 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20A7 Entang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

'Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Nomor a74l);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03

Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008
tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi
Perangkat Daeratr Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 07 Seri D);

10. Peraturan Bupati Cianjur nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi
dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan

@erita Daerah Nomor 04 Tahun 2009);

11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada
Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KEzuA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

6. Sekolah Menengah Pertama Negeri selanjutnya disebut SMPN
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur.

7. Kepala SMPN adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan
fungsi SMPN.



BAB II

KEDUDUKAN, TUCAS DAN FUNGSI SIVIPN

Bagian Fertama

Kedudukan

Pasal 2

SMPN adalah unsur pelaksana teknis dinas yang dipirnpin oleh seorang

Kepala SI\4PN yang berada di bawah dan bertangung iawab kcpada Kepala
Dinas melalui Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Pertama.

Bagian Keduzr

'l'ugas

Pasai 3

SMPN mempunyai tugas pokok nrelaksauakau scbir!iiul tLlrils clurr l'uussi
dinas di bidang penyelenggaraan prograrn pendidikan dasar lanfutan bagi
tamatan'sekolah dasar 6 (enam) tahun atau sederajat sesuai dengan
ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Bagian,Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pacla Pasal 3,
SMPN memplrnyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja SMPN sesuai derrgan kebiiakan teknis
operasional dinas di bidang penyelenggaraan program pendiclikan dasar
lanjutan bagi tamatan sekolah dasar 6 tahun atau scdera.iat sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perr.rndang-trrrdangan yang
berlaku;

b. penyiapan bahan koordirtasi pcrLlmusan kcbi.iakan tcf.ni:i ,.rpcr:rsiori:ll

dinas di bidang penyelenggaraan program pcndiclikiin clirsar lanirrtarr
bagi tanratan sekolah dasar 6 terhun atau seclera.iatl

penyiapan bahan koordinasi perLrmusan prograrn tahunan dinas di
bidarrg pen;,elenggsrsan program pendidikan dasar lanjutan tragi
tamatan sekolah dasar 6 tahun atau sederajat;

penyiapan bahan koorilinasi perlrnltisan progranr lirLra tahurran clina:; di
bidarrg pr:ttyclcttitgltralttt pt'ogrinn pcrttlitlil<irrr rlrsrrr lirrr.jrrtrrrr !rrrlli

tamatatt sckolirlr tlitsitt'(r titlttttt ittr.tt, sctlclrriirt sesruri rlcrrtlrrr liclerrtturn
dan/atatr pctirt uriut pertuttlit ttu- tt ntliut rlrn,'iirt u hcll lr li tr :

e. penycle nggaraal'l pl'ograltt pcrrdiclilian clttsar litn.jrrtrrrr Irlgi trrntirtiln
scl<rrlrtlt clasar (r litlttttt alittt scclcra.iitt scstriri rlcnglrir lirr''il rrlun) \ iinri
bcrlaku;

pc lakslrraan bi nr lli trgiut rli"rtt liorrscl i r rg bngi 1'rir nr s i s rur :

pctubinaatt htt[rttttgiut kcriasittna clcitgitt', ()rlnl] [in/rrirli sisnrr tlirrr

masyarakat;

pelaksanaan Lrrusan tata usalta darr unrsan kcrurnialr tangrguln SN,li'}N

sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-rrndansan vang
berlaku;

c.

d.

g.

h.

a

"t

'l
t
t,

I
I
t

:1
i,
:t



i. prelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SMPN sesuai

clen gan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Llagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

tJrrsur-urrsur orgnnisasi SMI)N. aclalah scbagai lrerikut :

a. Unsur pimpinan adalah Kepala SMPN;
b. Unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Tata Usaha;
c. Unsur pelaksana adalah Kepala Unit dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Flagian Kedua

Susunan Organisar;i

l)asal 6

( l) -Susunan organisasi SMPN, terdiri clari

a. lr.cpala SMI'}N;
b. Kepala Tata Usaha;
c. [Jnit l;turgsional lJiciarrg Kurikulum;
d. Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler;
e. Unit Perpustakaan;
l'. LJnit Laboratorir.rm;
g. Keloinpok.labatan Fungsional.

(2) I3agan susunan organisasi SMPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantunl pada Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu
kesatuan yang tidak tcrpisahkan dari.

BAB IV

TUGAS POKOK KEPALA

Pasal 7

Kcpala SMPN mempun),ai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam

1.rcrr1'clenggr.lraan tugas pol<ok clan Iungsi dinas di bidang pelaksanaan
prograrl'r pendidikan dasar lanlutan bagi tan'ratan sekolah dasar 6 tahun atau
st,dcrajat dan memimpin, mengkoorclinasikano seluruh kegiatan SMPN
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlakr.r.

BAB V

l UCAS POKOI( DAhI F'UhIGSI UhIIT ORGANISASI
DI LIhIGKUNCAN SMF'bI

Bagian Pertama

Tata Usaha

Pasal 8

fr

( 1 ) T'ata Usaha merllllurryai tugas
pcrkok dan {'ungsi SMPN dalam
keuangan, kesiswaari, urLlsan

dengan ketentuan danlatau
berlaku.

pokok melaksanakan sebagian tugas
pengelolaan administrasi kepegawaiotr,
umlrm dan kerumah tanggaan sesuai
peraturan perundang-undangan yang



(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Tata Usaha lnempunyai fungsi :

a. penyLlsuuan rencana kegiatan tata usaha sesuai dengan rencana kerja
SMPN;

b. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, penyusundn,
penetapan rencana kerja tahunan dan lima tahunan SMPN sesuai
dengan program kerja dinas;

c. penyiapan bahan koordinasi perumusan program kerja tahunan dan
lima tahunan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. pengkoordinasiau penyia'pan bahan perumusan, penyusunan, dan
penetapan kebiiakan S}MPN sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan dinas;

e. pengelolaan adrninistrasi umum, kepegalvaian, keuangan dan
acltttinistrasi kesisrr'a.ln serta ltutrungan masyarakat sesuai clengan
kctcrrtuan,.lan/atuu perilturan pcrundang-undangan yang berlaku;

l. pcngclolaan pcrucliharaarr gedung, serrana dan prasarana kerja serta
ketcntranran, l<cteriban, tlan kebersilrarr lingkungan SMPN sesuai
dcngan kctcrrtuan clun/ataru pcrattrra:: pcrundang-undangan yang
berlal:u;

g. pelayanan data dan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan
dan/ata.u peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan bagi satuan unit
organisasi di lingkungan SMPN sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SMPN sesuai
dcngan lcetentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
lic rlak u:

i pcngkor''rclinnsinn pe nyiapan bahan penyusLrnan evaluasi dart
pelaporan hasil pclaksartaart kcgiatun SMI'N scsuari clengan
ketentr.rtirr clall/a t a u pe rat u rarl pe ru rrdang- undangan yang berlaku;

k. pcrlaksanaan cvuluasi clan laporan hasil pelaksanaan kegiatan urusan
'l'ata [Jsaha.

(3)'l'ata Usaha dipimpin olch seorang Kepala yang beracta di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala SMPN sesuai dengan ketentuan dan/
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Unit Fungsional Bidang Kurikulum

Pasal 9

(l) L.lrrit Fr.rngsional Bidang Kurikulum mempunyai tugas pokok
rrrellltsanakrn scbagian tugas pokok dan fungsi SMPN dalam
lncuyusun, mcngembangkan, dan mengevaluasi kurikulum serta
menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakarr tugas pokok sebagaimana dimaksr.rd pada ayat (1)
Unit Fungsional Bidang Kurikulum, fflerlpunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Unit Fungsional Bidang Kurikulum;

- e:lm:s.{i}r&, ;.\



b. penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana kerja SIIIPN di
bidang penyusunan, pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi
kurikulum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undaugan yang berlaku;

c. penyiapan bahan perumusan, penyusunan dan penetapan kebijakan
teknis operasional di bidang penyusunan, pengembangan,
pelaksanaan dan evaluas kurikulum sesuai dengan ketentuan darr/
atau pelaturan perundang-undangan yang berlaku;

d. pengka.jian dan pengembangan kurikulum sekolah sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan pelundang-undangan yang berlaku;

e. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan dan
penetapan jadwal mata pelajaran;

f, penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan dan
penetapan tllgas pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undanqan yarig berlaku;

g. penf iapan l'raltau ltoclrdittasi penyusLlnan rencalla kebutuhan sarana
dan prasarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan/atarl
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SMPN sesual
dengan ketentuan danlatau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

i pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Unit
[:r"rngsional Biclang Kurikulum kepada Kepala SMPN.

(3) Unit Fungsional Bidang Kurikulurn dipimpin oleh seorang Kepala Unit
Fr"rngsional Bidang Kurikulum atau dapat disebut Wakil Kepala Sekolah
Bidang Kurikulum yang berada di bawah dan bertanggung jawab
hepada Kepala Sekolah,

[]agiarr Ketiga

Urrit Fungsional

l3idang Kcsiswaan dan Ekstrakurikuler 'fr

Pasal 10

[.lnit Fungsional l]iciang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagiarr tugaS pokok dan fungsi SMPN
dalam melaksanakan bimbingan kclnseling dan menyusun rencana dan
pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler siswa sesuai dengan ketentuan
daniatau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk nrclziksanakan tugas pokok'sebagaimana clinraksud pada ayat (l)
tJnit Fungsiorral IJidang Kesi.swaan dan Ekstrrkurikuler, mempunyai
l'urrgsi :

r. pelr)'usLlnan rencana kegiatan Unit Fungsional Bidang Kesiswaan
clan llkstrakuri liulcr;

b. pcnyiapan' bahan koordinasi perumusan rencana kerja SMPN di
biciang perrgenrbangan dan pernbinaan kesiswaan dan kegiatan
Ekstrakurikuler sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perr-rndang-undangan yang berlaku;

c. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis
operasional di bidang kesiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler;

(l)

(2)
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d. pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling sesuai dengan ketentuan
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. pelaksanaarr bimbingan dan penyuluhan terhadap sisva dalam
bidang akademis dan non akademik;

f. perrgumfulan, pengolahan dan pendokumentasian data
perkembangan pribadi siswa sesuai dengan ketentuan dan/atau
pelaturan perundang-urr.langan yang berlaku;

g. pclul<sarmurr tugas lairr yatrg clibcrikan olelr l<cpala SMPN sesuai
dcrrgan ketcntuan darr/atau pe raturan perundang-undangln yang
bcrlaku;

h. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas Unit
Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler kepadn Kepala
sekolah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan p*undang-
undangan yang berlku.

(i) tJnit Furrgsional tlidang Kcsiswaan dipirnpin olch scorang Kepala Unit
Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakulikurer atau dapat disebut
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Ekstrakulikurer yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMPN.

Bagian Keempat

Unit Perpustakaan

Pasal 1 I

(l) Unit Perpustakaan rnempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas pokok dan furngsi SMPN dalam melaksanakan pengelolaan
pcrpustakaarn sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
Luldang.lrl yung berlaku.

(2) Untuk nrelaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
Unit Perpustakaan, mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatart Unit Perpustakaan;

b. penyiapan bahan koordirrasi perumusan renoana kerja SMPN di
bidang pengclclaan dan pengernbangan perpustakaan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang.undangan yang berlaku;

c, penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis
operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;

d. pengelolaan perpustakaap sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. pelayanan referensi dan kepustakaan sesu'ai dehgan ketentuan dan/
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikarr
clr:rr gan ketentLlan dan/atau peraturan
trer laku;

oleh Kepala SMPN sesuai
peru ndarrg-unda ngan yang

g. pclaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas tJnit
Perpustakaan sesuai dengan ltetentuan dan/atau peraturan

. perundang-undangau yang berlaku.

(3) Unit Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Fungsional
Bidang Perpustakaan atau dapat disebut Wakil Kepala Sekolah Bidang
Perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala SMPN.

aa
ati



Bagian Kelima

Unit Laboratorium

Pasai t I

(l) IJnrt Labolatorium mempr,rnyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tLrgas pokok dan fungsi SMPN dalam nrelaksanakan pengelolaan
laboratorium sesuai dengan ketentuan danratau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) LJrrtuk melaksanakan tugas Jrokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
U;rit Laboratoliurn, mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Unit Laboratorium;

b. penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana kerja SMPN di
bidang pengelolaan dan pengembangan laboratorium sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. penyiapan bahrrn perumusan dan penetapan kebijakan teknis
operasional di biclang pengelolaau dan pengembangan laboratorium
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlak'.r;

d. perlgelolaan laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan
perundatrg- undangan yang berlaku;

e. pelaksanaan perleliharaan sarana dan perasarana laboratorium
sesuai dengarr ketentrran dan/atau pelaturan perundang-undangarr
yang ber laku;

I'. pelaksarnaan tlrgas lain yang dibeiikan oleh Kepala SMPN sesuai
derrgan keientuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
bc:'laku;

g. pelaksariiran evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas Unit
i,aboratorium sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perr.rndan g-undangan yarrg berlaku.

(3) Unit Laboratorium dipinipin oleh seorang Kepala Unit Fungsional

. Laboratorirlm atau dapat disebut V/akil Kepala Sekolah Bidang
l,aboratoritlrll yilrl8 l''cratlit di bawah dan bcrtarlggLlng jawab kepada
Kepala SMPN

Bagian Keenam

KcrI ompok .labatan Fungsional

Pasal 12

( I ) Kelompok .labatan Fungsional mempunyai tugas pokok
melaksauakan sebagian tugas pokok dan f'ungsi SMPN s(,suai
danga.n keahlian dan kebutuhan,

(2) Kclonrpok Jalratan fungsiorrai yang dirnaksud pada ayat (l), terdiri
tlari sr:.jrrnrlah guru dln tenaga kependidikan lainnya, dalam
.icnjnng jabatan fungsional yang terbagi dalam berbngai kelornpok
sesrrai dangan bidang keahliannya.
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BAB VI

1'ATA KERJA

Bagiarr Pertarna Umum

Pasal l3

(I)l)allnr nrclaksanakart tugasrlya kepala SMPN wa.iib menerapkan
prinsip koo.rdinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup
SMPN d;rn' satuan unit organisasi di lingkungan dinas sesuai
dengarr kctentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
be rlaku.

(2)Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SMPN wajib
mengawasi pelaksansan tugas ba wahannya masing-masing dan' upabila teriadi pen.vimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dangan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3)Sctiap pinrllinarr satuan organisasi di lingkungan SMPN
bcrtanggung jawab memimpirt dan mengkoordinasikan
barvahannya masing-masing serta menrberikan bimbingan dan
peturrjuk bagi pelaksanaan tugas.

(4) Sctiap pirnpinan satuan organisasi dalanr lingkungan SMPN wajib
nrengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dangan iisi dan misi
dinas serta rnenjabarkannya dalam program operasional dan
penrbinaan sesuai tugas pokok dan fr,urgsi serta bertanggung jawab
kepacla atasarlnya masing-masing dan menyampaikan laporan
pelaksansan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.

(5) Setiap larporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
barvahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahar
pen\/usunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan
petunj uk kepada bawahannya.

(6) Kepala SMPN menyampaikan laporan kepada Kepata Dinas melalui Kepala
Sekretaris.

Bagian Kedua

I'lalMewakili

Pasal 14

(l)Kepala fata Us$a mewakili Kepala SMPN sesuaio dengan batas-batas
kewerrangan yang dilimpahkan apabila Kepala SMPN berhalangan
me laksanakan tugasnya.

(2) Dalam lial Kepala SMPN berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Sekolah
nrenunjuk Kcpala Unit Fungsional Bidang Kurikulwn (Wakil Kepala Sekolah
Bidang Kurikulurn)

(3) Dalam hal l..epala Unit Fungsional Bidang Kurikrrlum (Wakil Kepala Sekolah
Bidang Kr.rrikulum) berhalangan, Kepala Sekolah mentutjuk Kepala Unit
Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ektakwikuler (Wakil Kepala Sekolah Bidang
Kesiswaan dan Ekstrakulikurer) atau Kepala Unit lainnya sesuai dengan bidang
tugasnya.
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BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Penrbiayaan SMPN bffisal dari fu€gararr Pendapatan dan Belar{a Daera}r

dan/*Att sumber penrbiayaan lainnya ya!€ sah sesuai dangan ketentuan dan/dar
perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(l) Pengangkatan dan penrberhentian Kepala SMPN serta para pemegang
jabatan lainnya dalam lingkungan Sekolah dilahkan sesuai dangan

ketentuan dan/atau peraturan perurrdang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala SMPN hrtanggung jawab dalam hal perencanaaq pengelolam dan
penrbinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan la/rilJ peraturan

perundarg-undangan yang berlaku

(3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dangan
ketentuan dan/ atat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Pasal 17

(1) Kepala SMPN adalah jabatan fungsional guru yang diberi tugas,
wewenang dan tanggung jawab sebagai Kepala SMPN oleh pejabat
yang berwenang.

(2) Kepala Tata Usaha adalah jabatan eselon V a.

(3) Kepala Unit Fungsional adalah pejabat fungsional guru yang diberi
tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai kepala Unit Fungsional
(Wakil Kepala Sekolah Bidang) oleh Kepala SMPN.

(4) Kepala Unit Perpustakaan dan Kepala Unit Laboratorium adalah
pejabat fungsional guru atau tenaga kependidikan lainnya yang diberi
tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Kepala Unit
Perpustakaan dan Kepala Unit Laboratorium oleh Kepala SMPN.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan
danlatau peraturan yang bertentangan dangan Peraturan Bupati ini
dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.
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Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggalzs Maret 2009
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 44 TAHUN 2009.

di Cianjur
Maret 2009
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